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Nama S0P Penyusunan Dafuar Informasi Publik di

lingkungan Bawaslu/Panwaslih Provinsi

Dasar Hukum

Kuallfikasl Pelaksana

1. Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan
Informasi Publik

2. Undang-Undang No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Informasi
3. Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum
4. Peraturan Pemerintah No.61 tentang Pelaksanaan Undang-undang No. 14

Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik

Peraturan Komisi Informasi No,1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan

Informasi Publik

6. Peraturan Bawaslu No. 7 Tahun 2019 tentang Organisnsl dan Tala Kerja
Sekratarat Jenderal Bawaslu, Sekretarial Bawaslu Provinsi, Sekretariat
Bawaslu Kabupaten/iKota, dan Sekretariat Panwasiu Kecamatan

7. Peraturan Bawaslu No. 10 Tahun 2019 tentang Pengelolaan dan
Pelayanan Informasi Publik Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawasiu

Kabuoaten Kota ‘
8. Surat Edaran Bawaslu Nomor 0075/K Bawaslu/HM,00/111/2020 tentang

Pelayanan Informasi Pada Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota

o>

Mengetahui dasar identifikasi dan klasfikasi informasi pubiiy

Koterkaitan

Paralatan/Porlongkapan _

1. SOP Pendokumentasian Informasi Publik di lingkungan Bawaslu/Panwaslih
Provinsi

2. SOP Pendokumentasian Informasi dikecualikan di lingkungan
Bawaslu/Panwaslih Provinsi

1. Komputer/Laplop/Prnter/Scanner
2. Jaringan Internet

3. 5K Pembentukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)

Poringatan

Poncatatan dan Pondataan

Jika SOP ini tidak dijalankan maka penyusunan Daftar Informasi Publik akan
terhambat

Disimpan dalam bentuk dokumen tercetak dan elektronik.




SOP PENYUSUNAN DAFTAR INFORMASI PUBLIK DI LINGKUNGAN BAWASLU/PANWASLIH PROVINSI

Pelaksana Mutu Baku
% Bagian/Sub Petugas Tim
N Uraian Keterangan
° Bagian/ Pelayanan PPID A::s;gn Pertimbangan Kelengkapan Waktu Output g
Divisi Informasi PPID
1 |Melakukan rapat koordinast terkait Daftar Undangan dan 1jam |Notulensi rapat
Informasi Publik (DIP) dan setiap Bagian/ ( ) absensi
Subbagian/Divisi
2 [Meminta daftar Data dan Informasi Publik Nota Permintaan 3 hari |Daftar data dan
yang dikuasai kepada Bagian/Sub rl | daftar Data dan Informasi Publik
8agian/Divisi Informasi Publik
3 |Menyerahkan daftar data dan informasi Daftar data dan 3 hari |Draft DIP
xepada petugas pelayanan informasi untuk / Informasi Publik
seianjutnya diimpun, dikelompokkan dan | }
dihamonisas!
& [Nenysrahkan Draft OIP kepada PPID Cj Draft DIP 15 menit |Draft DIP
§ [Memintzs pertimbangan kepada Tim — Draft DIP 2 hari |Rekomendasi
Perbmbangan PPID terkait penyusunan DIP LIS —
1aa
& [Memberikan pesetujuan terhadap DIP /> Rekomendasi 1han |Nota persetujuan
N
T [Menetzokan OIF Draft DIP, nota 1 hari |SK Penetapan DIP
E_I‘ Ya persetujuan
8 [Memukhtzhirkan DIP A DIP 2han |DIP DIP ditetapkan
Ej berkesinambungan |paling sedikit 2
kali dalam satu
tahun
€ IMenyampaian Laporan Penyusunzan dan DIP 6 bulan {Laporan DIP
pemutzkniran DIP CLI berkesinambungan
LD




